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TENTANG

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO

Merimbang

Mengingat

x

WALIKOTA MOJOKERTO,

bahwa sebagai upaya pembaharuan manajemen keuangan sektor
publik, untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat,
maka perlu adanya pengaturan manajemen pengelolaan keuangan
Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mekanisme Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) ;

bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka perlu mengatur
pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD) bagi Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro

Husodo Kota Mojokerto yang dituangkan dalam Peraturan Walikota
Mojokerto.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang'Pembentukan Daerah
Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa
Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17

" Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil

di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551 ) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembafan Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun -2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);‘

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4503),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;



Menetapkan

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah. '

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG POLA P.ENGELOLAAN

KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) RUMAH
SAKIT UMUM Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO

BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Mojokerto ;

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
4

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan,
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-

BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas
berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,

sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah
pada umumnya.

- 8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD

pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang
berlaku umum.

7. Peningkatan status BLUD adalah meningkatnya status satuan kerja atau
unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD bertahap menjadi satuan kerja
atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD penuh.

8. Penurunan status BLUD adalah menurunnya status satuan kerja atau
unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD penuh menjadi satuan kerja atau
unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD bertahap.



10.

g
12
13.
14.
15.
.16.
17.

18.

19.

Pencabutan status BLUD adalah kembalinya status satuan kerja atau

unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD penuh atau PPK-BLUD bertahap
menjadi satuan kerja atau unit kerja biasa.

Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung
jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin,
pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan
dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan
BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran
bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana
lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperiuan
operasional BLUD.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis

yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat

Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD
yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung
seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.

Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka
pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Pengawas adalah organ
yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh
BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat

bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit
layanan.

Standard Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tehtang tolok ukur
layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.

"BABII

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

(1)

Pasal 2

Menetapkan Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota
Mojokerto sebagai Badan Layanan umum yang menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
bertahap.



()

©)

(4)

(5)

(M

(@)

©)

(4)

(5)

(6)

(7)

Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada
masyarakat, BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan
keuangannya.

Atas Status BLUD bertahap sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

diberikan fleksibilitas dalam hal :

1. menggunakan dana yang dapat dikelola langsung ;

2. pengelolaan barang ;

3. pengelolaan piutang ;

4. perumusan standar, kebijakan, sastem dan prosedur pengelolaan
keuangan.

Atas Status BLUD bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
BLUD dilarang melakukan fleksibilitas kegiatan dalam hal pengelolaan
investasi, pengelolaan utang, dan pengadaan barang dan/atau jasa.

Atas Status BLUD bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
ditingkatkan statusnya menjadi BLUD penuh apabila syarat-syarat
administratif telah dipenuhi dan dinilai memuaskan.

BAB Il
TUJUAN PENGELOLAAN
‘ Pasal 3

BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja Pemerintah Kota yang
bertujuan memberikan pelayanan umum secara lebih efektif dan efisien
sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, dengan pengelolaan
berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Walikota.

BLUD merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Kota yang dibentuk
untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah Kota, dengan status
hukum tidak terpisah dari Pemerintah Kota.

Walikota  bertanggung jawab atas pelaksanaan  kebijakan

penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD
terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.

Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh Walikota.

Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD harus mengutamakan efektivitas
dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa
mengutamakan pencarian keuntungan.

Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD
disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja
Pemerintah Kota ;

Tata cara penyusunan dan pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran
serta laporan keuangan dan kinerja diatur lebih lanjut oleh Walikota.
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BAB IV
REMUNERASI

Pasal 4

Pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas
dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat
tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan
kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif,
bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.

Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk
honorarium. 7

Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-SKPD
ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan yang disampaikan
oleh pemimpin BLUD-SKPD melalui sekretaris daerah.

Pasal 5

Penetapan remunerasi pemimpin BLUD mempertimbangkan faktor-
faktor yang berdasarkan:

a. ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan
serta produktivitas;

b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejems

- kemampuan pendapatan BLUD; dan

d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh kepala daerah
dengan mempertimbangkan antara lain indikator -keuangan,
pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

o

Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling

banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin
BLUD.

Pasal 6

Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:

a.

(1)

honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat
puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;

honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga

puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD; dan
honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15%
(lima belas prosen) dari gaji pemimpin BLUD.

Pasal 7

Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana
dimasud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat dihitung berdasarkan indikator
penilaian: |

a. pengalaman dan masa kerja (basic index)-,

b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index)}
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¢. resiko kerja (risk index);

d. tingkat kegawatdaruratan (emergency index);
e. jabatan yang disandang (position index); dan
f. hasil/capaian kinerja (performance index).

Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS, gaji
pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangan-undangan
tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan
penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh kepala daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

Pasal 8

Pejabat pengelola, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas
yang dlberhentlkan sementara dari Jabatannya memperoleh penghasilan
sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan
terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan
ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara
dari Jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh
penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan
terakhir di BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS
berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

| BAB V
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 9

Untuk menjamin kétersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan
umum yang diberikan oleh BLUD, kepala daerah menetapkan standar
pelayanan minimal BLUD dengan peraturan kepala daerah.

Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
diusulkan oleh pemimpin BLUD.

Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan
layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal 10

Standar pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan:
a. fokus pada jenis pelayanan;

terukur; '

dapat dicapai;

relevan dan dapat diandalkan; dan

tepat waktu.

® oo o
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Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya
tugas dan fungsl BLUD.

Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan

kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan.

Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, merupakan
kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai
kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.

Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat
dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD.

Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan
kesesuaian jadwal dan kegiatan peiayanan yang telah ditetapkan.

BAB VI
PENDAPATAN DAN BIAYA BLUD
Bagian Kesatu
Pendapatan
Pasal 11

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari :

-0 Qa0 o

(1

@

3)

(4)

jasa layanan;

hibah;

hasil kerjasama dengan pihak lain;
APBD;

APBN; dan

lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 12

Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari
jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 huruf b, dapat, berupa hibah terikat dan hibah tidak
terikat.

Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 huruf ¢, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa
menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi

kredit anggaran Pemerintah Kota bukan dari _kegiatan pembiayaan
APBD.
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Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari
pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas
pembantuan dan lain-lain. '

BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas
pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan
keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang
berlaku dalam pelaksanaan APBN. '

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf f, antara lain:

hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;

hasil pemanfaatan kekayaan;

jasa giro;

pendapatan bunga;

keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
g. hasil investasi.

=0 Q0T

Pasal 13

Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk
membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.

Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipérlakukan sesuai
peruntukannya.

Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas
BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli
daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan
obyek pendapatan BLUD.

Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan
kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan.

Bagian Kedua
Biaya
Pasal 14
Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.

Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup
seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan
tugas dan fungsi.
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Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup
seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi.

Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk
membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan
kegiatan pendukung pelayanan.

Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 15

Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 14 ayat (2),
terdiri dari: '

a. biaya pelayanan; dan
b. biaya umum dan administrasi.
Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung
dengan kegiatan pelayanan.

Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan
langsung dengan kegiatan pelayanan.

Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari;
biaya pegawai;

biaya bahan;

biaya jasa pelayanan;

biaya pemeliharaan;

biaya barang dan jasa; dan

biaya pelayanan lain-lain.

-0 00 T

Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
terdiri dari:

biaya pegawai;

biaya administrasi kantor;

biaya pemeliharaan;

biaya barang dan jasa;

biaya promosi; dan

biaya umum dan administrasi lain-lain.

-0 a0 T

Pasal 16

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), terdiri

dari:
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biaya bunga;
biaya administrasi bank;

biaya kerugian penjualan aset tetap;

biaya kerugian penurunan nilai; dan.

® 2 0 T o

biaya non operasional lain-lain.
Pasal 17

(1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yéng bersumber sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf ‘b, huruf ¢, dan huruf f
disampaikan kepada PPKD setiap triwulan. '

(2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD vyang bersumber sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengen menerbitkan SPM

Pengesahan yang dllampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab
(SPTJ). o

Pasal 18

Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan
anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.

BAB ViI
Pengelolaan Kas

Pasal 19

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf f,
dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

Pasal 20
(1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
"~ pemungutan pendapatan atau tagihan;
penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
pembayaran; |
perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek ; dan

pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh
ndapatan tambahan.

(2) Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening
kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.
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BAB Vi
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 21

(1) Pengawasan dan pembinaan terhadap PPK-BLU Rumah Sakit dr.
Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto dilakukan oleh Walikota sesuai
peraturan Perundang-undangan. -

(2) Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, Walikota menetapkan
pengawas yang terdiri dari unsur :

a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan keglatan BLUD;
b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

(3) Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara
berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu
apabila diperlukan.

BAB IX
"KETENTUAN PENUTUP
Pa_éal22
Hal-hal yang belum. cukup diatur dalam peraturan Walikota ini, sepanjang

mengenai teknis administrasi pelaksanaan PPK-BLUD ditetapkan oleh
Walikota berpedoman pada Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkah.

Agar setiap orang dapat 'mengétahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota

- Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 1 Pebruari 2010
WALIKOTA MOJOKERTO
ttd
ABDUL GANI SUHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 1 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO
ttd
Ir. SUYTTNO, M. Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 195801011985031031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 4/G



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
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PUDJI HARDJONO, SH
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